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ABSTRAK  

Meylisna Seysari, 201710115121. Skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 

16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Terhadap Hak Tersangka Pada Perkara 

Tindak Pidana Narkotika” 

 

Bantuan hukum merupakan bagian perlindungan hak tersangka. Hal ini jelas diatur 

pada Pasal 54 KUHAP yang berbunyi “guna kepentingan pembelaan, tersangka 

atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat 

hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan”. Namun sewaktu 

berhadapan dengan hukum, hak-hak tersangka yang tidak mampu seringkali   tidak 

terpenuhi dengan baik, terutama hak untuk memperoleh bantuan hukum.  Pasal 28D 

Ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, 

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum”. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang 

Bantuan Hukum harusnya menjadi dasar bagi negara untuk menjamin hak warga 

negara untuk mendapatkan hak yang dalam memperjuangkan segala kepentingan 

hukumnya tanpa terkecuali dan tanpa diskriminasi. Ketersediaan akses bantuan 

hukum yang dihadirkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan 

Hukum saat ini belum mampu menghadirkan akses bantuan hukum yang 

menerapkan asas persamaan dihadapan hukum sebagaimana Pasal 28 D Ayat (1) 

Tahun 1945. Adapun rumusan masalah dalam hal ini, bagaimanakah implentasi 

undang-undang bantuan hukum terhadap hak tersangka pada perkara tindak pidana 

narkotika dan Apa kendala-kendala yang ditemui dalam pemberian bantuan hukum 

bagi tersangka pada perkara tindak pidana narkotika. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris yaitu dengan 

melakukan pendekatan undang-undang dan kasus. Data yang digunakan merupakan 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik 

pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka seperti buku-buku dan studi 

lapangan dengan cara wawancara guna mencapai tujuan dalam penelitian ini. 

Kesimpulan penelitian ini adalah masih belum maksimal dalam hal implementasi 

pemenuhan hak bantuan hukum terhadap tersangka perkara tindak pidana narkotika 

karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu kinerja penegak hukum yang dirasa 

belum maksimalmengacu dari pelanggaran yang masih ada dilapangan, minimnya 

kemampuan dan kases masyarakat terhadap bantuan hukum, lemahnya kesadaran 

hukum masyarakat serta lemahnya partisipasi masyarakat dan perwakilan rakyat 

dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengambilan kebijakan yang 

berdampak kepada masyarakat.  

 

Kata Kunci : Hak Tersangka, Bantuan Hukum, Tindak Pidana Narkotika 
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ABSRTACT  

Meylisna Seysari, 201710115121. Thesis “Implementation of Law Number 16 Year 

2011 on Legal Aid to the Rights of Suspects in Narcotics Crime Cases” 

Legal aid is part of the protection of the suspect's rights. This is clearly regulated in 

Article 54 of the Criminal Procedure Code which reads "for the purpose of defense, 

the suspect or defendant is entitled to legal assistance from one or more legal advisors 

during the time and at every level of examination". However, when dealing with the 

law, the rights of indigent suspects are often not fulfilled properly, especially the right 

to obtain legal assistance.  Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution states 

"Every person shall have the right to recognition, guarantees, protection and certainty 

of a just law and equal treatment before the law". The establishment of Law No. 

16/2011 on Legal Aid should be the basis for the state to guarantee the rights of citizens 

to obtain rights in fighting for all their legal interests without exception and without 

discrimination. The availability of access to legal aid presented by Law Number 16 of 

2011 concerning Legal Aid is currently unable to provide access to legal aid that 

applies the principle of equality before the law as Article 28 D Paragraph (1) of 1945. 

The formulation of the problem in this case, how is the implementation of the legal aid 

law on the rights of suspects in narcotics crime cases and what are the obstacles 

encountered in providing legal aid for suspects in narcotics crime cases. 

This research uses the Empirical Juridical research method, namely by approaching 

laws and cases. The data used are primary legal materials, secondary legal materials 

and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials by means of 

literature studies such as books and field studies by means of interviews in order to 

achieve the objectives in this study. 

The conclusion of this research is that it is still not optimal in terms of implementing 

the fulfillment of the right to legal aid to suspects in narcotics crime cases because it 

is influenced by several factors, namely the performance of law enforcers who are 

deemed not optimal referring to violations that still exist in the field, the lack of ability 

and public cases for legal aid, weak public legal awareness and weak public 

participation and people's representatives in carrying out the function of supervision 

of policy making that has an impact on society. 

 

Keywords : Suspect's Rights, Legal Aid, Narcotics Crime 
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